Bagian Ketiga
‘¢lihat Peluang dan Tantangan
Tata Niaga Daerah
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aperlebar Kandang Musang?

izena Pendirian Berbagai Perusabaan di Riau)

% beberapa waktu yang lalu, Pemprov Riau sudah
mandangkan mendirikan beberapa perusahaan yang
nenjadi penopang berkembangnya perekonomian
2yzh ini dalam era otonomi daerah. Di bidang
151, dikembangkan wacana untuk mendirikan Riax
alam upaya memupuok modal dalam bentuk inves-
 digagas pula rencana menditikan Réaw Invesment
7. Khusus untuk membekap petmodalan bagi
(i rakyat, diancang pendirian perusahaan Permodalan
wi Rakyat. Sementara untuk mengantisipasi
irnya pengelolaan Blok CPP, maka didorong pula
2 Réian Odf Company.
Yalam perspektif manajemen pemerintahan, seolah-
-mprov Riau ingin melakukan Resnventing Goverment.
o4, betbagai upaya pelayanan masyarakat mulai
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tahkan pada pihak ketiga (swasta). Instansi dinas atan

n yang ada di lingkungan pemerintahan dikurangi
annya. Hal ini dilakukan katena instansi/dinas selama

derung hanya betsifat cost conter, boros, berindikasi
dan lebih dekat istilah “proyek™ ketimbang pe-

an masyarakat yang optimal dan efisien.

Mewiraswastakan birokrasi memang merupakan

slah penting dalam menghadapi percaturan global

atang. Sebab, tuntutan kualitas dalam dinamika
rakat yang kian cepat dan tanpa batas (borderkess)

ingkat deras. Nampaknya Gubernur Riau tidak sabar
lengan kinetja aparat birokrasinya.

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat yang
andangkannya sejak mulai dilantik sampai saat ini

n. mampu ditindaklanjuti pada tingkat implementasi
Zram secara memuaskan, Termasuk pemberian modal
zan dana murab melalui alokasi APBD 2001 sebesat
"7 miliar sampai akhir November 2001, yang belum
unjukkan sebuah kemajuan program yang memang

diandalkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.
: itulah mungkin diperlukan adanya pengalihan ke

cetiga (swasta) agar program pemberdayaan ekonomi
ditangani secara profesional dengan mendirikan

asahaan Permodalan Ekonomi Rakyat.

Pada bidang strategis lainnya, seperti penetbangan
iya sulit untuk dipercayakan pengelolaannya secara
ng pada dinas perhubungan. Pengelolaan migas

mang tidak mungkin diserahkan pada Dinas
tambangan, karena aturan mainnya memang
1zhendaki adanya perusahaan swasta sebagai pengelola.
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n dalam memupuk modal asing bagi pengelolaan

daya strategis di Riau tidak mungkin betharap. dari
apuan Badan Promosi dan Investasi (BPI).

ab instansi ini (BPI), sebelumnya malah tidak

ngsikan diri sebagai lembaga yang mengakomodir

a investasi. Akan tetapi, malah lebih dominan
lat kontrol dalam melakukan investasi. Bahkan,
sebagai salah satu faktor penghambat penanaman

clalam negeri dan asing karena perilaku birokratis

cka mainkan, Ini berarti, penditian perusahaan

ciment Corporation menjadi urgen adanya.
ckhawatiran akan berkuranignya fungsi dinas/

lati proses swastanisasi berbagai bidang ketja
tidak petlu dicemaskan. Dalam perspektif

| daerah, peran dan weweniang dinds/instansi di
provinsi memang sudah jauh betkurang. Otonomi

aenitikberatkan pelimpahan wewenang pada

kabupaten/kota. Oleh karena ita, fungsi dinas/

ngkat provinsi hanya.akan lebih banyak sebagai
tor dan mediator.

-hal yang bersifat pelayanan masyarakat dan
an samber-sumber ekonomi, sebaiknya memang
n pada pihak swasta. Sehingga gubernur dalam

w72 sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah

Iehih lincah dan tidak “digandoli” oleh aparat

151 yang besar, namun lembek dan tidak efisien.
bidang yang sebenarnya dapat dialihkan pada pihak
, seperti pengelolaan perdagangan, perkebunan,
an, dan perlengkapan-perlengkapan ruriah tangga.
. ini, fungsi dinas/instansi juga hanya sebagai
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rang proyek, sedangkan pelaksananya sudah

tahkan pada pihak swasta. Padahal, seharusnya mereka

']
L=

. sebagai pengawas yang didasatrkan pada

dardisasi yang jelas dan disepakati bersama. Dengan

an kebocoran anggaran dapat dikurangi.

Bagaimanapun baiknya gagasan itu, pthak DPRD

e

representasi rakyat juga harus want-winti dalam

wyikapinya. Jangan sampai pendirian berbagai

1sahaan ini malah seperti istilah memperbesar kandang

dan miempersenpit kandang ayam. Tidak jarang berbagai

zhaan yang diditikan pemetintah hanya digunakan
1k pengalihan anggaran dan hasilnya malah fembebani

. Di Riau, mungkin hanya BPD Riau saja yang sudah
stikan kontribusi kepada APBD. Perusahaan daerah

cpertinya hanya “menyusu” saja pada pemerintab

Sanyak hal yang harus dicermati DPRD. dalam

1iberikan persetujuart pendirian betbagai perusahaan
aksud. Pertama, bentuk badan usahanya kalau

tuk Perusahaan Daerah (PD) rasanya akan petcuma,
kerjasama dengan pihak asing tidak mungkin
can, Hal ini mengingat bentuk badan usahi tersebut
ikenal dalam hukum dagang internasional. Contoh

ksitnya, BPD Riau yang selamia ini tidak bisa menjadi

Devisa karena bentuk badan usahanya masih

1sahaan Daerab (PD). Sedangkan untuk membentuk

usaha Perseroan Tetbatas (PT) masih térkendala
>elum adanya Perda yang mengatur tentang itu, yang

araskan dengan UU No 1/1995 tentang Perseroan

as (PT).
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Kedua, fangsi perusahaan dalam konstelasi perbaikan

bitokrasi harus ditata sedemikian rupa, sehingga
ienimbulkan kesimpangsiuran, khususnya dalam

san dan pembinaan. Dalam memperjuangkan

Riau saja, pengatuh ini sudah dominan, apalagi
au sudah ada “kue”nya. Hatus ada ataran yang

ntang siapa dan apa tanggung jawab masing-masing

petkembangan pengelolaan perusahaan. Termasuk

i

) gadiE

kan pemegang sahamnya, karena akan terkait
ntas kabupaten,
e, pertanggungjawaban anggaran, Modal dasar

haan tersebut akan menggunakan dana publik
- Hatus jelas bagaimana mekanismenya dan sistem

ungjawabannya. Termasuk hasil dati perusahaan

t dan dampaknya terhadap masyarakat, baik positif

upaya mengantisipasi dampak negatifnya.

"’RD tidak bisa bersantai tia menghadap petsoalan
icreka segera harus membuat Perda yang
skinkan daerah punya perusahaan dalam bentuk

n Terbatas (PT), namun dapat dipertang-
iban kepada publik. Jangan sampai niat baik
:an perusahaan-perusahaan tersebut hanya
kan kesempatan pada pihak-pihak yang kurang

ggung jawab “menjarah” Riau, tanpa memberikan
uagan dan perbaikan hidup bagi 43,6 persen

at Riau yang masih miskin dan berada dalam

‘erlu pula diingat bahwa krisis global kedua

can akan melanda dunia pada paruh pertama
02. Indonesia diperkirakan akan mengalami
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ipak yang cukup parah, dan Riau tentunya tidak akan
-pas dari itu. Sepantasnyalah diambil kebijakan, yang

mang strategis untuk mampu melindungi masyarakat
hempasan krisis. ***
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yimena Batam

Lé

i
¥

ju Perdagangan Bebas

telah berkembang sedemikian rupa menjadi

1industti yang sarat dengan berbagai permasalaban.
< rupa” Batam sekarang lebih diakibatkan adanya
2an yang demikian besar berada di tangan Ototita

ng diberikan oleh presiden. Tidak ada lembaga
-at yang mampu mengontrol sepak terjang
3atam di lapangan. Dibalik semua kegemetlapan
1i Batam, distorsi ekonomi yang timbul ternyata

likit,

etrasi penguasa yang sedemikian kuat berpadu
ooptasi pengusaha (rent seekers) menyebabkan
1 ekonomi di Batam menjadi terkendali.

1san jzin usaha telah menciptakan pemain-pemain

t yang conduct and performanie -nya menunjukkan

aopoli. Harga menjadi terkendali sehingga selama
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npa PPn dan PPnBM pun) masyarakat harus
ayar lebih mahal. “Kesemuan” selanjutnya menjadi
1s Batam, baik di bidang pariwisata, ekspot, maupun
i lokomotif ekonomi wilayah sekitarnya.

"idak dapat dipungkiti patiwisata Batam hanya

yang oleh masuknya masyarakat Singapura untuk

mbuang lendir maksiat” ke Batam. Ini dapat terjadi

sekali bermaksiat di Singapura masih lebih mahal
1elancong dan menginap dua malam di Batam
ah dengan “teman tidurnya”. Orang Singapura yang
2 di Batam juga tetcatat sebagai wisatawan. Daya

ung pasar seperti ini tidak dapat diandalkan untuk

embangan lebih lanjut dengan pendekatan pariwisata
ensional. :

)1 bidang ekspor, kesemuan terjadi karena Batam
lah tempat proses produksi belaka. Pemilik
haan di Jepang, Korea dan Singapura memindahkan

i pabtiknya ke Batam mengingat sewa tanah, upah

dan birokrasi yang bisa dibeli sangat layak untuk
si. Hasil produksi yang dibuat di Batam kemudian
perusahaan induknya dengan harga yang sangat
sesuai ongkos produksi dan transportasi mereka.
thaan induk di Jepang, Korea dan Singapura
tnya yang mengekspor produk tersebut ke berbagai
. Fenomena ini tentunya sangat tidak signifikan
n pemberdayaan rakyat. Sumber bahan baku
ai perusahaan tadi berasal dati perusahaan induknya.
}ila dilihat. dari upah buruh, maka aspek
usiaannya sangat jauh tertinggal. Upah buruh yang
_di satu sisi menjadi daya-tarik inyestor. Namun di

™



nenjadikan masyarakat Indonesia bernilai sangat

dari aspek kemanusiaan: Penghargaan terhadap

&

a sebagai manusia yang layak di muka bumi jauh
¢lt memuaskan. Biaya hidup yang tinggi di Batam

okan mereka hidup serba terbatas.

a sisi yang lain, ternyata Batam sangat diminati
cari ketja. Masyarakat Indonesia dari berbagai
latang ke Batam untuk mencoba mengadu nasib.
bethasil, tetapi sangat banyak pula yang kurang
1g. Sehingga timbul anekdot bahwa Batam
i akronim dari Béla Anda Tiba Anda Menangss.
than penduduk liar dan pemukiman liar menjadi

as Batam yang lain. Konon ini dimanfaatkan pula

tbagai pihak untuk mencati keuntungan sendiri.

masuki era otonomi ini, Batam digaungkan lagi
ipaya untuk menjadikannya sebagai Kawasan

ngan Bebas (Free Trade Zone). Timbul tarik-menatik
cap sensitif menimbulkan konflik dati keinginan
uasaan memang merupakan “kue” yang enak. Oleh

1, Batam menjadi ajang perebutan kekuasaan pula,
at selama ini kekuasain telah melahirkan
an tersenditi yang dapat diperoleh dari Batam.

tuk itulah, sebenarnya sangat diperlukan

an yang cermat dalam mengantisipasi Batam

wasan perdagangan bebas. Ego kemelayvan tidak
dikan satu-satunya ukuran untuk menatap Batam
, mengingat Batam telah menjadi wilayab yang
s. Sebaliknya arogansi kekuasaan juga tidak dapat
1, karena ita hanya akan mementahkan kekuasaan

»n Batam itu sendiri. Pendekatan yang paling masuk
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I acdalah mengembalikan semua itu kepada tujuan dasar
ibangunan ekonomi.

Jalam khasanah ilmu pengetahuan, tujuan
ibangunan ekonomi adalah meningkatkan
jahteraan masyarakat secara umum. Investasi hanyalah
b satu alat untuk mencapai itu. Ini berarti masyarakat
cstot hanya merupakan komponen yang akan
wwoerakkan sistem ke arah sasaran dimaksud.

Jerkaitan dengan Batam, maka investasi dan

yrnya hanya merupakan alat untuk mencapai sasaran
nbangunan Batam, yaitu kesejahteraan rakyat,
isusnya Riau. Pertimbangannya adalah bagaimana
regunakan alat-alat ini seoptimal mungkin untuk
icapai sasaran. Bukan justru mengotbankan tujuan yang
1 dicapai demi kepentingan alat-alat itu senditd.

derkaitan dengan penetapan Batam menjadi kawasan
lagangan bebas serta dikaitkan dengan kondisi dan
stman Batam saat ini, maka petlu diambil beberapa
‘i2h strategis. Pertama, pemetintah pusat hatus secata
lan ikhlas mencabut segala ketentuan yang tetkait

1 Otorita. Memperhatikan spirit otonomi daerah dan

danya DPRD di Batam sudah saatnya badan publik

a Batam ditiadakan. Segala kewenangan yang
sjadi kewenangan daerah diserahkan ke pemerintah
« Batam. Sedangkan segala kewenangan yang menjadi
coangan pusat diserahkan ke instansi vertikal yang ada.
=t dan dana dialokasikan sesuai alokasi kewenangan
=but, termasuk SDMnya.

\edng, membentuk badan pengawas dan badan
>clola perdagangan bebas Batam di bawah pemetintah



-2 I

5

rdl

DPRD. Pemerintah pusat menentukan orang-

vang akan masuk ke dalam kedua lembaga tersebut

% stitusional. Masing-masing menjalankan fungsi

dengan kewenangannya dan bekerja untuk

lancar pelayanan terthadapa masyarakat dan inves-

‘ertanggungjawaban pelaksanaan kerja diajukan

residen melalni DPRD.

7iga, seluruh investor yang akan dan telah

asi di Batam harus membentuk dan menjadi
ot bagi Pusat Kepedulian terhadap Kesehatan
lidikan Batam (Heal#h and Education care Center).

ini dikelola secara independen dan diawasi oleh

‘enggeraknya di lapangan adalah para pekerja
ng direkrut atas dasar kepeduliannya pada
at.

ugas dan fungsinya adalah mengelola upaya

iyaan masyarakt Batam, khususnya dalam bidang

lzan dan kesehatan. Dana lembaga ini diambil dari

susi investor sebesar 1 persen dari pendapatan kotor

i

i
n

roleh dengan berinvestasi di Batam. Untuk itu,
westor akan tercatat sebagai pemilik dan secara
menerima laporan pertanggungjawaban
an lembaga, baik langsung maupun melalui me-
. yang ada.

danya lembaga ini akan menghindarkan

aan program Community Development (CD)
an secara parsial dan asal jadi. Program-program
an sampah, limbah, pemukiman liat, sektor in-

, masyarakat tertinggal, dan sektor informal lainnya
dikelola secara profersional oleh lembaga ini.
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=riatah dengdn sendirinya harus pula' memfasilitasi dan
salokasikan anggarannya untuk lembaga ini ***



apan UKM Menghadapi
Otonomisasi

—

DAPATKAN pelanggan dan sukses di pasar tidak”
dapat ditempuh melalui inovasi baru. Mutu dari apa
fihasilkan perusahaan dapat diperbaiki dengan
nalisa dan meniru keberhasilan perusahaan lain, baik
rang menjadi pemimpin pasar dalam industti
maupun petusahaan lain pada bidang usaha yang

venangan pemetintah daerah (Pemda) juga makin
cizlan dengan diimplementasikannya UU No: 22
1999, Ttu berarti, kesempatan pelaku bisnis di daetah

mempetoleh pelayanan yang lebih baik dati \/
ntah akan makin terbuka. Kebijakan-kebijakan yang
can.di daerah diasumsikan dapat lebih berorientasi
sernberdayaan sumberdaya manusia (SDM) dan
nbangan dunia usaha lokal. Lingkungan bisnis akan
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ondusi 'agl perkembangan usaha kecil menengah

)-df daer

Namun secara maktaiaemh _qd“ak_bmmkan

ksi si yang betlebilian. Bahkan proteksi mungkin tidak

ma s sekah/ dengan diberlakukannya pasar global
i AFI'A, APEQ dan WTO. Masuknya pengusaha

it ké daerah merupakan sebuah keniscayaan. Berart

1'bisnis lokal akan dihadapkan pada persaingan yang

tajam. Pepatah mengatakan “di mana ada gula di
da semut”. Pepatah ini nampaknya betlaku bagi
yang agresif untuk memanfaatkan peluang yang

uka di mana saja, sepanjang itu memberi keuntungan

3 wajat.
Konflik horizontal dapat terjadi bila pengusaha lokal

72 bertindak sebagai penonton. Uang yang betedar di
b tidak mampu ditangkap dan peluang bisnis yang

a menjadi santapan orang lain. Maka kecemburuan
an timbul. Padahal kelemahan mereka sendiri yang

jadi penyebabnya. Keadaan ini jelas tidak produkdif

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daetah.

bertahan di era global dan wahana demokrasi yang
1as akibat otonomisasi, memaksa pengusaha untuk
h meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi
gan. Pelaku bisnis harus mampu menjadi global stra-

72kni memiliki kemampuan untuk menyusun strategi

»ada tataran global. Segala aspek lingkungan global

¢ mampu diantisipasi secara dini, agat usaha yang

yangkan tidak tetjebak oleh lajunya dinamika bisnis

3+
L= .

enting pula diperhatikan agar pelakn bisnis



hami pelaku politik yang berkembang, termasuk

i aturan hukum yang berlaku agar dapat

rkitakan berbagai resiko yang mungkin timbul dari

i politk maupun aturan hukum yang dibuat
. Kemampuan dalam menguasai teknologi juga
ngkatkan mengingat perkembangan yang sangat

talam teknologi. Sebab, ini merupakan ancaman yang

la tidak mampu memanfaatkannya sebagai alat
rsaing, Pengusaha lokal, khususnya UKM, juga
fjebak bila pemilihan teknolog1 yang akan
n perusahaannya tidak sesum dan optimal. Hal

i+ meningkatkan biaya dan menurunkan efesicnsi

an.
kait dengan SDM perusahaan, pengusaha harus

benar memperhatikan upaya penatikan karyawan

cemampuan tinggi. Familiar system tidak dapat lagi
n untuk bersaing, Jika anggota keluarga yang ada

erusahaan tidak dapat ditingkatkan mutinya, maka
antian mutlak untuk dilakukan dengan SDM yang

:tkualitas. Selain itu, iklim yang mampu
kan semangat individu untuk-berkreasi sesuai
epentingan organisasi perusahaan harus selalu

Intuk membekali para pengusaha lokal untuk
aclapi dinamika dunia bisnis mendatang, diperlukan

:mantapan dalam kompetensi inti mereka. Setiap
ha harus mampu menentukan keunggulan

1z mereka dengan membangun kompetensi inti

aannya secara valid dan terlembaga dengan baik.

ya baru disusun strategi untuk menggunakan
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rensi inti tersebut di lapangan bisnis yang penuh
petsaingan. '

emahaman tentang mutu yang berkesesuaian
perkembangan dinamika konsumen, mutlak pula

ukan secara berkesinambungan. Apabila pengelolaan
k kinerja yang tinggi dan keunggulan kompetitif
pakan suatu isu utama, maka kualitas merupakan slo-
la1i tema tersebut. Pencapaian tujuan kualitas disemua

perasi semakin dianggap sebagai kriteria umuim
organisasional, baik dalam industti manufaktur
1 jasa.

Tantutan perekonomian global yang komipetitif dan
mentasi otonomi daerah di Indonesia metupakan
rong penting dalam perlombaan menuju operasi
5 yang menyeluruh. Bila UKM lokal tidak juga
yadari semua itu, maka konseknénsi logisnya adalah
acli penonton yang kian terhimpit oleh kecanggilian

lain. Uniuk itu, petlu kiranya diingat bahwa sesuati

membedakan pefusahaan yahg berhiasil dengah yang

:thasil adalah kemampuan untuk membuat seésuati
Di samping dapat méngatakannya, harus pula
: melaksanakannya secara benat dan betkualitas.¥*
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ak

pek Tata Niaga
smigrasi Riau (1)

AM transmigrasi merupakan salah satu upaya
unaan tenaga kerja dan penyebaran penduduk

bih merata. Sasarannya selain untuk memperbaiki

up pata transmigran, juga untuk memperbaiki
i bagi pembangunan daerah melalui pengolahan
n perluasan wilayah konsumsi serta basis
angan daerah. Di Riau, pola transmigrasi yang
ngkan terdiri dari empat macam, yakni

iprasi umum, HTI, jasa indusin, dan perkebunan

t (PIR).
k Pra Pelita sampai denigan tahun 1998, jumlah

\zran yang didatangkan ke Riau sudah mencapai

.epala Keluarga (KK) atau sebanyak 611.357 jiwa.
i pola transmigrasi di Riau adalah dalam bentuk
i 61,26 persen dati jumlah KK yang melibatkan
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340.646 juta jiwa. Sisanya dalam bentuk Trans
. (TU), HTI, dan jasz industri. Bila dibandingkan

2n jumlah penduduk Riau secara keseluruhan jumlah

akat transmigrasi telah mencapai 14,67 persen. Jika
XK mempetroleh dua hektar maka total lahan yang

1akan untuk transmigrasi mencapai 269.658 hektar.

hagian besar terkonsentrasi di Kabupaten Kampar,

sekitar 50,21 petsen dan Kabupaten Bengkalis sekitar

rersen.
elama ini otientasi pengembangan transmigrasi
can untuk melakukan perubahan dalam struktur
vian di mana mereka ditempatkan. Melalui

sembangan usaha tani, transmigran dibarapkan

1asilkan  produk-produk pertanian yang
rsifikasi dalam skala ekonomi yang produktif.

yjutnya, diharapkan wilayah transmigrasi menjadi

produksi pertanian di daerah.

noditas Unggulan

Aengingat banyaknya transmigrasi dengan pola PIR,
lominasi dati produk hasil produksi petkebunan
apat dihindarkan. Namun demikian, sampai dengan
ari 1998, produksi tanaman padi yang mampu

(kan daerah transmigrasi di Riau mencapai 2165,08

edangkan jagung sebanyak 2967,57 ton. Hasil

luksi pertanian yang dominan adalah sayur-sayuran,

i

~kacangan, umbi-umbian dan buah-buahan.
Jasil produksi kacang-kacangan, meliputi Kacang
: sekitar 51,65 ton, Kacang Hijan 23,19 ton, dan

ang Tanah mencapai 149,50 ton. Sedangkan umbi-
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ang dihasilkan pada umumnya-adalah Ubi Kayu
emampuan produksi mencapai 1510,50 ton dan
110,20 ton. Untuk tanaman sayur-sayuran pada
98 mampu mancapai hasil produksi mencapai

' ton, di mana Kabupaten Kampar merupakan

ilan terbesar, yakni sekitar 79,30 ton. Diikuti oleh
2in Bengkalis sekitar 25,10 ton. Memanfaatkan
-lrarangan dan lahan usahan tani lainnya, wilayah

igrasi juga potensial sebagai penghasil buah-buaban

sang, rambutan, pepaya, mangga, jeruk, nangka,
ntara usaha peternakan yang berkembang adalah

bzik untuk petelor maupun urituk pedaging), itik,
ihing,

Distribusi
th: satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rasi adalah melalui pembinaan usaha ekonomi

cliputi pembinaan produksi, pengolahan hasil,

atan sampai dengan penyiapan lembaga ekonomi
loperasi, kelompok tani, dan sistem pemasukan

Memasuki Pelita VI pemerintah melalui
nen Transmigrasi dan PPH telah melakukan
asl program transmigrasi dari sekedar

amakan target pemindahan penduduk kepadda
peningkatan kesejahteraan dan pembangunan

‘crmbinaan usaha ekonomi memiliki nilai yang

ategis, sebab melalui itu potensi SDA dan SDM
ali dan dikembangkan, Sesuai dengan kondisi di

‘emasaran komoditas unggulan transmigrasi perin
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\bangkan ke arah pemanfaatan peluang yang terbuka

uki pasar global. Kenyataan yang terjadi saat ini
masih adanya ketimpangan antata kebutuhan pasar
sistem tata niaga komoditas yang dihasilkan para
igran.

Informasi pasat dan penentuan sistem distribusi yang

&

1

-

angkan margin yang lebih tinggi pada tingkat petani
igran masih belum kondusif untuk mendukung
rkatan kesejahteraan transmigrasi dan
abangan produktivitas daerah. Beberapa kendala
melekat, dan berakibat pada terhambatnya upaya
katan kesejahteraan transmigran sebagai salah satu

c ukur kesejahteraan. Perfama, letak geogtafis daerah

igrasi pada umumnya berada di daerah terpencil.

rana dan sarana transportasi, komunikasi sering

i hambatan untuk mobilisasi manusia dan barang,

nyva koordinasi dan keterpaduan program antat

emen dafi pemerintah daerah belum mampu

anggulangi keterbatasan ihi.

edua, investasi agrobisnis memerlukan waktu yang
lama, Para transmigran cenderung memilih
itas yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu
endek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
an yang rauncul selanjutnya adalah hasil produksi
ian transmigrasi di laar produk perkebunan
sifikasi dengan skala ekonomi yang relatif kecil dan

1 vang kurang sesuai dengan permintaan pasar.
nasuk untuk menyuplai bahan baku industti hilir yang

=

erkembang di daerah transmigrasi tersebut, seperti
i rumah tangga, tahii/tempe dan tapioka.
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g4, struktur pasar komoditas pertanian cénderung
k oligopsoni. Dalam wilayah transmigrasi pata

- pasat sering mengadakan kerjasama sehingga
u pasar metreka lebih bersifat monopsoni. Untuk

-asi dengan pola PIR perilaku monopsoni ini lebih
. KUD yang diharapkan menjadi pénopang

nomian masyarakat malah sering menjadi
angan tangan perusahaan ini.
cempat, langkanya sumberdaya manusia yang

tas. Pada umumnya para transmigran

.didikan SD ke bawah. Upaya untuk mengem-

pemasaran hasil produksi menjadi terbatas

ngat kemampuan mendapatkan dan mengolah

OO0

e T

i tentang potensi pasar tidak memadai. Selain itn

aman tethadap arti peningkatan nilai tambah dengan

atkan pengembangan tekhnologi masih sangat

5. Hasil komoditas pertanian masih dipasatkan

bentuk barang mentah. Kemampuan untuk

lahnya menjadi barang jadi sebagai komoditas yang

peluang pasar lebih luas tidak tetlaksana.

wa, keberadaan KalKUPT sebagai aparat pembina
ah yang merupakan ujung tombak pelaksaan
angan KUPT belum optimal. Berkaitan dengan
semasaran dan pola pembinaan mutu produksi

ds gan kebutuhan pasar dari KaKUPT masih sangat
Kemampuan untuk menerjemahkan program ke

el LY

HoAF

ngkatan usaha ekonomi keluarga transmigran
batas.
am, keterlibatan anggota keluarga, khususnya ibu

1gga masih sangat lekat dengan pekerjaan pokok
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ida keluarga. Artinya, tidak ada suplementary food yang
t dikelola anggota keluarga lainnya guna menunjang
ingkatan pendapatan keluarga. Dukungan terhadap
rjaan utamna kepala keluarga dati anggota keluarga juga
- optimal, sehingga beban keluarga terasa lebih besar
«ul oleh sumbet penghasilan keluarga.

erakbir, perhatian pemerintah daerah terhadap
embangan transmigrasi sebagai basis wilayah produksi
inian dengan pola keterkaitan permintaan pasar masih

- Upaya untuk memperkecil keterisolasian kutang
1acai sehingga mekanisme pasar dan interaksi antar
yair sekitar depgan masyarakat transmigrasi tidak
slan alami dan positif.+*



pek Tata Niaga
ismigrasi Riau (2)

‘A mewujudkan sasaran pembinaan transmigrasi,
cbagal sentra produksi maupun pengembangan
h dan pemerataan pendapatan masyarakat, harus
can dengan-memilth komoditas unggulan dengan
»asar yang ada dan daya dukung wilayah. Penin-
sejahteraan ekonomi transmigran dapat ditempuh
versifikasi produk pettanian secara perwilayahan
erotientasi pada pemenuhan permintaan pasat,
atam negeri maupun tujuan ekspor.

no Pasar
‘otensi pemasaran betbagal komoditas yang -
kan wilayah transmigrasi di Riau masih besar.
arkan gambaran yang diperoleh dati Neraca Baban
a Rian (BPS 1998}, impor beras pada peiode 1996/
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7 meningkat sebesar 33,37 persen. Pada tahun 1996

ak 48,80 persen pemenuhan kebutuhan beras di

cliperoleh dari impor. Keadaan itu meningkat menjadi

} persen pada tahun 1997. Artinya, bila komoditas

makanan padi-padian ini dapat disuplai oleh hasil

2lcsi wilayah transmigrasi, maka peran impor akan

likurangi.

Untuk bahan makanan berpati, Riau masih

'mpor 31 persen dari kebutuhan ubi jalar dan 23,71

kebutuhan ubi kayu. Keadaan ini pada tahun 1997
ami peningkatan 9,72 persen untuk ubi jalar dan

ersen untuk ubi kayu. Ironisnya, di betbagai wilayah

stnigrasi banyak komoditas ini yang tidak laku terjual,
karena harganya yang tidak memadai bila diban-

zan dengan biaya produksi petani transmigran maupun
12 terbatasnya jangkauan petani untuk mencari
ang permintaan.

i<omoditas kacang-kacangan Riau masih mengimpor
5 petsen kebutuhan kacang hijau dan 72,66 persen

o kedele pada tahun 1996. Sedangkan pada tahun

ondisinya tidak jauh berubah, di mana 74,99 persen
1an kacang hijau masih ditopang oleh impor. Ini
‘masuk kacang tanah yang presentase pemenuhan
1an daerah Riau dati impor meningkat mencapai

U persen pada tahun 1997,

i“enyataan ini menunjukkkan bahwa potensi pasar
layah Riau saja masih terbuka Jebar, asal kualifikasi

dapat disesuaikan dengan permintaan pasar, dan

niaganya dapat dilakukan secara efisien. Komoditas
-buahan yang mampu dihasilkan wilayah transmigrasi




+ memiliki peluang pasar yang baik adalah mangga,

e

.])

e

. jeruk, rambutan, dan buah-buahan lainnya. Pada
1997 Riau mengimpor mangga mencapai 77,21
dari suplai daerah dan: 22,51 persen jeruk, 80,09
pepaya, dan 45,60 persen rambutan.

clanjutnya, dari 15 klasifikasi jenis tanaman sayur-
1, semuanya memiliki proporsi impor di atas 50
{omoditas sayuran yang sudah ditanam seperti
1, kacang panjang, kangkung, buncis, dan bayam
y cukup besar. Pada tahun 1997 proporst impor
mencapai 50,91 petsen, kacang panjang 78,52
, kangkung 73,79 persen, buncis 98,35 persen dan
62,00 persen. Impor kangkung dan kacang panjang
sandingkan dengan tahun 1996 justru mengalami
katan yang sangat besar, yakrii 114, 74 persen untuk
ang dan 106, 93 persen untuk kacang panjang,
“rospek pasar di Singapura untuk sayur-sayuran dan
suahan juga terbuka lebar, asal harga dapat bersaing
alitas dapat dipertahankan. Hanya saja para importit
ini sering memainkan harga beli meteka, karena
irnya yang. terkonsentrasi dan pelaku pasarnya
sifat farr.

Pembangunan
nbinaan usaha ekonomi transmigrasi dan wilayah

nya sudab selayaknya tidak hanya pada sisi produksi
.. Melalui pengembangan pemasaran ini diharapkan

. kesesuaian penyediaan produksi daerah dengan
itaan pasar. Salah satu aspek pengembangan

n sangat erat kaitannya dengan pengembangan
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Komstran) atau pusat perdagangan komoditi
\ yang dihasilkan wilayah transmigrasi Riau.
7a adalah mevwujudkan jatingan distribusi yang

u melayani dan memberdayakan masyarakat

rrasi dan lembaga-lembaganya. Termasuk

lancar arus barang dari dan ke wilayah transmigrasi

ieningkatkan daya saing dan pengelolaan produksi

isaran secata lebih profesional.

iacdan ini dapat dibentuk oleh pihak swasta dan

L=8 8

T
B
k=i

3 8

1.

ta Puskud dengan tetap mendapat pembinaan
ansi terkait seperti pertanian, perkebunan,

igrasi, serta perdagangan dan industri. Sebagai
2 pemasaran yang independen, badan ini
croleh pendapatan dari kinerjanya untuk

ciclagangkan hasil produksi unggulan transmigtasi,

k pasar dalam negri maupun untuk kepentingan
ni juga termasuk bagaimana mengembangkan

1 hilir dan dari bahan-bahan mentah yang diperoleh
ayah transmigzrasi,

ga, strategi pengembangan kulaitas produk.
angan kualitas produk secara khusus diarahkan
‘mampuan masyarakat mengolah bahan mentah
bahan jadi sesuai dengan standar mutu yang
.an permintaan pasar, dengan meningkatkan
seluruh anggota keluarga produkiif transmigran.

sepat, strategi pengembangan masyarakat. Peran

' pada setiap lokasi selanjutnya diarahkan pada
n masyarakat yang sadar mutu, terampil, dan
alinan keterkaitan fungsional, soial satu sama lain

apan dengan kekuatan persaingan di pasar.
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fjutnya agat strategi itu dapat diimplementasikan ke
m progtam kerja yang aplikatif, kedudukan
artemen Transmigrasi dan PPH yang selama ini
gai instansi pusat yag ada di daerah, sebaiknya dialihkan
ilam instansi daerah dalam bentuk dinas. Furigsi dan
man dinas ini dapat diperluas sesuai dengan
2laman kerja mereka melakukan penataan pemukiman

x

rarakat transmigrasi. ¥**¥
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